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ABSTRAK

Kasriati, Budi Setiawati, Riska Sari. Implementasi Kebijakan Kartu
Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan
yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa dan untuk mengetahuifaktor pendukung dan penghambat dalam
implementasi kebijakan kartu ides A) di Dinas Kependudukan dan
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan
publik, Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor
kebijakan publik berdasarkan forfnulasi yang telah dibuat. Implementasi
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pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari
kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari

implementasi itu sendiri. Dalam praktek implementasi kebijakan, negara
cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan




tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi tersebut kurang
berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah.

Kartu identitas anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan
sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas
kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional

dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta

e

Kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun,
sesuai dengan Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan Pasal 63 Ayat | yang mengatakan bahwa; “penduduk warga




Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap vang telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki kartu
tanda kependudukan (KTP). Permendagn yang baru mengatur bahwa balita
pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 ketentuan umum permendagri
menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek kartu identitas anak

(KIA) adalah Anak atau seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di

bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa
perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan




anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia im
ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan
habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas
5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun
kurang satu hari,

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas
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pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya,

pemberlakuan kartu identitas anak (KIA) ini akan sangat rentan dengan
berbagai program. Kita tahu selama ini bahwa birokrasi kita belum

sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya,



Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada mempermudah. Oleh
sebab itu, apabila program kartu identitas anak (KI1A) pemerintah merupakan
program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah
birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi, Kalau pemerintah tidak
melakukan pembenahan mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang

berhubungan dengan pelayanan ik, maka program kartu identitas anak

kebijakan ini banyak mengalami pendapat pro dan kontra. Karena selain
dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya

menambah urusan administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bukan hanya masalah masyarakat yang belum cukup familiar dengan KIA,




juga erkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil kota/ kabupaten di Indonesia dalam mengfasilitasi masyarakat
agar mendaflarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Contoh kasus yang
pernah terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung
adanya kendala dalam pelaksanaan KIA karena beberapa faktor diantaranya,

belum tersedianyva format baku seperti dalam Permendagri KIA, belum
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Identitas Anak (KIA) dengan jumlah penduduk berdasarkan umur kurang
lebih 207.178 anak. Melihat jumlah anak yang harus mendapatkan pelayanan

Kartu Identitas Anak (KTA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gowa bersama dengan perangkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa




sebagai bentuk pemenuhan hak atas identitas anak. Dalam pelaksanaan Kartu
Identitas Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa itu sendiri melainkan
Juga tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Peran aktif orang tua sebagai
bagian dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pelayanan Kartu
Identitas Anak (KIA).
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penyaluran kartu identitas anak (KIA) tersebut belum merata penyebarannya,
Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu identitas anak

(KIA) terkhususnya di Kecamatan Somba Opu yang menjadi kecamatan




‘pertama untuk pelaksanaan Kartu Identitas Anak tersebut. (SINDOnews.com,
I desember 2019)

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan,
untuk  itu Penulis  tertarik  melakukan penulisan  yang  berjudul

“Implementasi Kebijakan Kartu [Identitas Anak (KIA) Di Dinas

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi
kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.



D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritik
maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai
I. Manfaat Teoritik Penilitian
Memberikan masukan dalam rahgka ilmu pengetahuan khususnya ilmu




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Untuk mengkaji, menelaah serta untuk mengetahui Implementasi
Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), berikut ada beberapa pembanding
sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan

dalam kategori penilaian baik.

Dari hasil penelitian di atas, dapat dianalisa perbandingan dengan
penelitian yang akan dilakukan bahwa penelitian terdahulu tersebut fokus
pada efektivitas dari pelaksanaan kartu identitas anak di Kota Cilegon dan

10
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penelitian yang akan dilakukan selanjutnya fokus kepada implementasi
kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Gowa.
2. Akbar, (2018). Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak.
Berdasarkan pembahasan dan penjelasan dari hasil penelitian, maka
peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

a) Orangtua selaku aktor dalar elitian ini memilik ragam motif dalam

Motif orangtua dalam membuat

\ ntuk memenuhi syarat

r 5 lipr‘s ML’Hjﬂii‘” bijakan wvang dltﬁtﬂpk&]l

Pl

b) Faktor pendorong orangtua di Desa Pleret dan Desa Argosari dalam

membuatkan KIA bagi anak mereka terbagi jadi 2, yaitu faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain kesadaran orangtua
terkait pentingnya kartu identitas bagi anak dan pencatatan penduduk
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bagi anak. Semntara faktor eksternalnya yang pertama yaitu dorongan
lingkungan atau sosial, kedua adanya informasi bahwa KIA digunakam
untuk persyaratan mendafiar sekolah, seperti yang tercantum dalam
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, ketiga takut terkena sanksi, dan

keempat adanya pembuatan KIA secara kolektif.

dikatakan sudah cukup baik dengan memulai secara mandiri pada

akhir tahun 2017. Namun terkait dengan peranan vang dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat
dikatakan masih kurang maksimal, kurangnya sosialisasi yang
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dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukitinggi
dan juga belum adanya kerja sama vyang dilakukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan para
stakeholder untuk memaksimalkan program KIA ini. Hal ini
dibuktikan dengan masih rendahnya kepemilikan KIA dalam
masyarakat yaitu hanya berkisar 23.94% dari 37.394 anak yang baru

memiliki harapan besar implementasi kebijakan kartu identitas anak dapat

tercapai secara baik dikarenakan sudah ada beberapa referensi penelitian
terdahulu yang menjadi rujukan.
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Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dengan demikian
penelitian ini mengambil tema yang sama dengan apa vang akan diteliti oleh
penelitian-penelitian terdahulu tersebut yakni tentang kebijakan program
Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian objek penelitian yang akan diteliti
oleh peneliti adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Gowa, lalu fokus penelitian yadg akan diteliti oleh peneliti adalah

implementasi kebijakan kart
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dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan operasionalisasi atau
tahapan yang begitu penting dari berbagai aktivitas guna mencapai tujuan

atau sasaran tertentu.
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Jones dalam Kusumanegara (2010, p. 138), tidak berlebihan apabila
dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek penting dari seluruh
proses lahimya kebijakan. Namun kebanyakan dan kita beranggapan
bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan

sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun
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didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan
sebagai berikut: “policy implementation involves the execution and
steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially

a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is
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essentially theoretical. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam
proses kebijakan tersebut, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini
berkaitan dengan proses politik administrasi. Hal ini pula menyangkut
tujuan dari diadakannya sebuah kebijakan (policy goals). Dan jika dilihat
dari beberapa konteks implementasi kebijakan maka hal tersebut berkaitan

akan kekuasaan (pOWE’.":I, kepentingan dan St!'ﬂtﬂgl para Fﬂlﬂk{l kﬂbijﬂkﬂn,

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014, pp. 242
243) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang
harus  diperhatiakan karena dapat mempengaruhi  keberhasilan

implementasi, antara lain sebagai berikut:
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1) Tujuan kebijakan dan standar vang jelas, vyaitu perincian yang
mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar
untuk mengukur pencapaiannya.

2) Sumber daya (dana atau insentif yang dapat menfasilitasi keefektifan

implementasi).

3) Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi

\\\\\\“hrl///
o iy g2

pe
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.:a"_// S WS,

implementasi).
6) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan
dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan serta

intensitas sikap).
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b. Model Charles Jones
Jones dalam Mustari (2015, pp. 155-156) menyatakan bahwa
implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan vang dimaksudkan untuk
mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas

utama kegiatan vaitu:

1) Organisasi, pembentukan da

238-239) adalah model implementasi yang pertama kali muncul. Tulisan
mereka yang berjudul implementation menyatakan bahwa implementasi
dapat berhasil bergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan
departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Oleh
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karena itu, kerja sama, koordinasi, dan kontrol memegang peranan sangat
penting.  Jika tindakan bergantung pada kaitan dari mata rantai
implementasi, tingkat kerja sama antar departemen yang dibutuhkan dalam
mata rantai tersebut harus mendekati 100%. Apabila ada hubungan kerja

sama dalam rangkaian mata rantai tersebut vang defesit, akan menyebabkan

Selanjutnya, mereka juga mengatakan bahwa pembuat kebijakan
seharusnya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi karena
implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi fop-

down serta sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi
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tersebut. Jika sistem tidak mengizinkan kondisi seperti itu, sebaiknya
pembuat kebijakan membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam
proses implementasi.
d. Model Edwards 111
Menurut Edward 111 dalam Agustino (2017, p. 136) implementasi
diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara
hasil atau konsekuensi yang
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engaruhi sat
7 NS

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
Jones dalam (Mustari, 2015, pp. 2-3) istilah kebijakan digunakan dalam
praktek schari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau

keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering diperuntukkan dengan
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tujuan (goals), program, keputusan, standar, proposal dan grand design. Dari
pendapat lain yang dikemukakan oleh Anderson dalam Kusumanegara (2010,
p. 1), mengatakan secara umum istilah Kebijakan dipergunakan untuk
menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang

kegiatan tertentu.

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang

A

dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat
foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartunya dan pas foto
berwarna anak tersebut ukuran 2x3 sebanyak dua lembar, sedangkan masa

berlaku kartu identitas anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai
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anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu identitasnya
digantikan dengan kartu tanda penduduk (KTP),

Kartu identitas anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri
anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yag
diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota,
Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur

,;:A-. undang nomor 24 tahun 2013

pemerintah pusat dengan tata cara:

|. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA
dengan menyerahkan persyaratan pendafiaran KIA:
2. Kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA;
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3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanva di kantor dinas
atau kecamatan atau desa/kelurahan.
D. Kerangka Pikir
Implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan
analisis secara mendalam agar dapat outcomes yang sesuai dengan harapan.

Dengan alasan tersebut peneliti_memutuskan untuk menggunakan  teori

struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui

empat indikator tersebut dapat diketahui apa yang menjadi faktor pendukung
dan penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak di
dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gowa.
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Bagan kerangka pikir

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

Faktorpenghambat

1. Disposisi
2. Struktur Birokrasi

Faktorpendukung
. Komunikasi
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dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

F. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut -
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1. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gowa mengenai Kartu Identitas Anak telah melakukan
komunikasi cukup baik dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung.
Adapun sosialisasi langsung yang dilakukan adalah turun langsung di
sekolah-sekolah dasar melakukan pemahaman ke Guru dan siswa,

sementara sosialisasi tidak lanngsung adalah sosialisasi melalui media

sosial.

. Sumber daya vafg o ependudukan dan Pencatatan

sebanyak 61.000 keping, serta diarahkannya untuk turun langsung di

sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan proses

perekaman di sekolah untuk pembuatan kartu identitas anak
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4. Struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gowa sudah berjalan cukup baik. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya
Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam

cpada masyarakat tanpa harus ada yang

tumpang tindih satu sama A :

menjalankan tugas dan pelayanarn

organisasi walaupun tidak secara signifikan menghambat. Faktor
penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak didapatkan secara signifikan.
Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan strukur
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organisasi serta sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah
pencapaian target yang belum maksimal di Kabupaten Gowa, dimana
capaiannya baru sekitar 20% dikarenakan pandemik yang mengaruskan
pemerintah melakukan pembatasan dan meliburkan sekolah-sekolah
sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari jadwal yang ditentukan,

nak bagi masyarakat yang ingin




BAB 11
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 November 2020 sampai
dengan 05 Januan 2021, Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan

dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
2. Tipe penelitian adalah studi kasus, ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah

yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu

28
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program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan,
sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperolch
pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa
yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (rea/-

life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Penelitian (case study) atau penglitian lapangan (field study) dimaksudkan

karang taruna serta upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan
pembinaan Karang taruna serta data-data lain yang dibutuhkan untuk

melengkapi penyusunan penelitian,




2. Data Sekunder
Adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau
dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam

penelitian,
D. Informan
Teknik penentuan informan dil dengan melalui cara purposive
memilth orang — orang aling mengetahui dan dapat
memberikan infi i suatu penelitian.
Tabel 2 Infc 4
No N
2 LA
3 I
4 o
5N On =
6 | Kas ' at
7 [N S 1
8 | Reni N at
E. Teknik t X
AWa ‘ .
Agar pe dengan tujuan
penelitian, mak te ‘pengumpulan data yaitu:
1. Observasi

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di
lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
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2. Wawancara
Tahap ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para
informan dengan bertemu Jangsung di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk memperoleh data-data secara
obyektif’ sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan
berikutnya.

3. Dokumentasi

h///

u/ ’//

1. Reduksi data ( data reduction )
Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti
dapat dilakukan.
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2. Sajian data ( data display )
Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan
kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar
makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi ( conclusion drawing and verification )

Dalam awal pengumpulan data_/p

$

R\

el AT Cld =10

g Y

sumber yang sama dengan teknik vang berbeda. Misal data diperolch

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.
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. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
masth segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan

kan dengan wawancara, observasi atau




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah tingkat IT di Provinsi Sulawesi

Selatan, Indonesia Tbu kota kabupafemyini terletak di kota Sungguminasa.

AN\

\\\\\‘ il IHI//

03467 '/// &

AAAAA

Bawakaraeng-Lon attang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas
kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, vaitu

pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu.

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, yaitu ada 15
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sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang

yaitu seluas 881 km: dengan panjang sungai utama 90 km.
Tabel 3. Daftar Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Gowa

. Luas

No | Nama Kecamatan Kidiniadia Dataran

1 | Somba Opu 28,09

2 | Pallangga 48,24

3 | Bontomarannu 63

4 | Pattallassang

5 | Barombong Rendah

6 | Bajeng

7 | Baj '

. N 4

8 | Bonto

9 | Bo

10 4P ()

1

14 1

15

16

17 =

18
Sumber : /A

*
Batas-batas ¢
L J
Utara Kota " Kabupaten
Timur Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan
Kabupaten Jeneponto

Selatan ‘Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
Barat Kota Makassar dan Kabupaten Takalar
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2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa
a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa dibentuk pada awal

pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupdten pada tahun 1995, setelah beberapa

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Kabupaten
Gowa yang Berkualitas™.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah
sebagai berikut
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1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mengatur,
merencanakan dan mengevaluasi penvelenggaraan tugas kesekertariatan.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan
standar pelayanan publik.

3) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan standar

pelayanan publik.

dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dapat diuraikan sebagai berikut:
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1) Kepala Dinas.

Dinas kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas,
mempunyal tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil vang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada dacrah sesuai
peraturan perundang-undangan dan pe an yang berlaku untuk kelancaran

v
\
RS

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Perencanaan;

¢) Sub Bagian Keuangan.
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Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu
kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan
teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, keuangan dan umum dan
kepegawaian dalam lingkungan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud, sekretaris menjalankan fungsi:

N

111111

dibidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai perundang-undangan dan
pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud, kepala bidang
mempunyai fungsi:
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a) Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk:

b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk;

¢) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendafiaran penduduk;
d) Pelaksanaan administrasi bidang pendaftaran penduduk;

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

¢) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil:
d) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil;
¢) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
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5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:
b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
¢) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan

Komunikasi,

Bidang Pengelolaan Informasi A

bidang, yang mempuriya ntw, kepala dinas dalam

D
§

Y
,,? <
S a®
KIUERT

\‘f?\‘[f"'{///;_
ity

~

nyal funos

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:
a) Seksi Kerjasama,
b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

¢) Seksi Inovasi Pelayanan.




Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh kepala bidang

yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan
pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
dibidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemanfaatan

Data dan Inovasi Pelayanan memp

\‘\F\
\\\\\ "h//é
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d. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gowa

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar bagian serta
posisi yang ada pada organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatan untuk
mencapai tujuan karena struktur oganisasi yang baik merupakan salah satu syarat

L XA\
ZRITTTRNNY

1 el o




e. Kartu Indentitas Anak Di Kabupaten Gowa

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur
dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Kartu

identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia

Kependudukan.
Jika ditinjau dari proyeksi pembuatan kartu identitas anak menurut kecamatan

dapat digambarkan sebagai berikut -
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Tabel 4. Jumlah Anak Yang telah Mencetak Kartu Identitas Anak Di Kabupaten

Gowa dalam tahun 2020
No Nama Kecamatan Jumlah

1 | Somba Opu 13395
2 | Pallangga 11474
3 | Bontomarannu 498
4 | Pattallassang 441
5 | Barombong 799
6 | Bajeng
7 | Baj '
8
9

k\\\\“\lllll',’

e MY L

memutuskan untuk menggunakan teori Edward 111, dikarenakan teori tersebut
menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,
yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses
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implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja
hambatan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak.

Edward menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap
implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain
untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Winarno, 2012, p.

174). Sehingga dari pernyataan s peneliti menilai bahwa teori ini akan

.....
I 5

dengan bagaim: Karmunikasikan kepe an/atau publik
dan sikap serta tangg 1 piha rkan pengertian
komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi
kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang
dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.
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Komunikasi merupakan salah satu elemen penting vang mempengaruhi
implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari
komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak vang
terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penvampaian
tujun dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, idak memberikan pemahaman atau

bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

1 enolakan atau resistensi dari

Dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah melakukan sosialisasi
Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah dasar dengan memberikan

pemahaman tentang pentingnya Kartu Identitas Anak ini kepada Guru dan Siswa,
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selain Kartu Identitas Anak sebagai penanda identitas anak juga dapat digunakan
sebagai data untuk melakukan pencarian data ketika ada hal yang tidak diinginkan
tejadi pada anak bersangkutan. Proses pelaksanaanya ke depannyapun akan
dilaksanakan di setiap sekolah masing-masing di Kabupaten Gowa Selain

sosialisasi langsung di sekolah-sekolah, juga melakukan sosialisasi melalui media

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi  Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil

Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa

“Sudah di informasikan ke masyarakat bahwa ada Kartu identitas anak, dan
sudah dilakukan sosialisasi di sekolah — sekolah™ (Hasil Wawancara Dengan
AA, 03 Desember 2020),
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Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah melakukan komunikasi dengan
memberikan informasi ke masyarakat terkait Kartu Identitas Anak telah dilakukan
sosialisasi di sekolah-sekolah.

Hasil wawancara dengan Tbu Rufhg Tangga sebagai orang tua anak,

Dan P “\m’\ﬁiss 4
AT 't:.’ "4[7 1 T
& by

© z

~

A 2

S ':&‘ .
?;?: e® /_/ - ": =

KK orang tua,
Senada dengan hasil wawancara dengan orang tua anak yang lain,
mengatakan bahwa :
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“Iva sudah. Sebelumnva anak-anak sudah di informasikan oleh gurunya
bahwa tanggal sekian akan ada pemotretan pembuatan KIA jadi semua murid
disuruh membawa KTP dan KK orang tua,” (Hasil Wawancara Dengan Nm,
05 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa

sudah mendapatkan informasi mengenai dengan pemotretan KIA dan persyaratan

yang harus dibawah yaitu KTP dan KK orang tua.

langsung yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dasar
sebagai basis untuk pembuatan Kartu Identitas Anak, serta memberikan informasi
mengenai waktu pelaksanaan pemotretan serta syarat-syarat yang dibutuhkan
dalam pembuatan Kartu Identitas Anak Sementara sosialisasi tidak langsung
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dilakukan melalui komunikasi media sosial sebagai media kedua di jaman
sekarang, dimana telah masuk pada era digital yang menjadikan media sosial
menjadi penting juga.

Adapun berdasarkan observasi vang dilakukan peneliti ditemukan bahwa

dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung

)

/‘ :'
\’ //, &ij

1

2

3

4

5

6

7

8 :
9 | Bontonompo selatan 29
10| Parangloe 18
I1 | Tinggimoncong 27
12 | Tombolopao 39
13 | Parigi 15
14 | Bungaya 23
15 | Bontolempangan 17




16 | Tompo Bulu 30
17 | Biring Bulu 34
18 | Manuju 18

Jumlah 504

Sumber Data : referensi.data kemendikbud.go.id
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Sosialisasi vang tidak langsungpun, peneliti dapat akses dalam media sosial

yang dapat dibuka melalui link

(S '\\\\mu'}/
\\\ % //'//
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DISDUKCAPIL KAB, GOWA
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Sumber © http://gowakab.go. id/urus-dokumen-kependudukan-gowa-tak-perlu-ke-
kantor-disdukcapil/
2. Sumber Daya
Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan
publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan

sumber daya fasilitas. Sumber dava /menusia berkenaan dengan kecakapan

ES, 02 Desember 2020).
Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukan bahwa Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa telah mempersiapkan

sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten yang telah melakukan

pendidikan dan pelatihan sebelumnya, sumber daya dana yang tersedia juga
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memiliki anggaran tersendiri untuk pembuatan Kartu [dentitas Anak (KIA), serta
sumber daya fasiltias yang cukup memadai, mulai dari alat pemotretan, alat
perekam dan blangko Katru Identitas Anak itu sendiri tersedia,

Senada dengan hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

sudah siapkan orang - orang yang
P dah kita latth untuk melakukan

3 ""\
A, :

”’A'i/)
y .

]

“Untuk tenaga yah dan kantor da < anggaran itu ada dan pusat. Dan
memang dari pusat sudah di anggarkan penerbitan kartu identitas anak itu.”
(Hasil Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020},

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bidang

Pengelolaan Informasi dan Administrasi dalam penyediaan sumber daya manusia

dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri, sementara
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untuk sumber daya dana berasal dari pusat atau APBN yang memang telah
menganggarkan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak.
Hasil wawancara dengan orang tua siswa, mengatakan bahwa :
“Lumayan untuk orang yang melakukan pemotretan di sekolah cukup
professional ji kayak fotografer memang, dan tidak ada ji juga kita dibayar

mengenai pembuatan ini kartu identitas anak juga.” (Hasil Wawancara
Dengan Nm, 05 Januari 2021).

Dari hasil wawancara di atas dag akan bahwa orang tua siswa yang

o d \\
PS MUHAM

) p
W, .1". ,//

\ A\Y ,’7,

an dan Pencatatan Sipil

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua siswa yang lain,
mengatakan bahwa

“Dalam pembuatan KIA ini tidak dipungut biaya, dia gratis dan unuk dari
segi sarannya itu bagus karena telah tersedia sehingga tidak butuh waktu lama
untuk penerbitan KIA.” (Hasil Wawancara Dengan Nu, 26 Desember 2020).
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Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa
menilai pembuatan KIA ini sudah lumayan baik dikarenakan sarana dan
prasarananya tersedia sehingga tidak membutuhkan waktu lama.

Senada dengan hasil wawancara vang dilakukan dengan orang tua siswa yang
lain, mengatakan bahwa:

“Dalam pemotretan KIA cukup b

caranya dan juga cepatji st :

ongkosnya sendiri itu grati
2020).

s karena orang yang memfoto bagus
ak menunggu lamaji serta untuk
ara Dengan Ka, 27 Desember

adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pebuatan Kartu Identitas Anak
(KIA) dari pemerintah daerah dan pusat, serta sumber daya fasilitas atau
pendukung dalam hal sarana dan prasana dalam bentuk alat pemotretan, alat cetak
dan blangko Kartu Identitas Anak yang juga memadai,
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Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sumber

daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Gowa sudah memadai. Dilihat dari ketersediaan jumlah pegawai Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yang berjumlah 21 orang,

12 orang yang melakukan pelayanan langsung kepada masvarakat sesuai dengan

kompeten dan tugas pokok dan

melakukan pengawasan me

pelayanan sudah ¢

Kartu Identitas

Tabel

No

P

S
S

Dwi N

S.Pd

Roy

Ardianto

Nurul
SE

| masing-masing dan 9 orang vang

wa dalam melakukan proses

penanggung jawab

uk

SDM,
i dan Komunikasi

7

Zulham
Khalik, S PWK

Strata |
Teknik

Operator

Honaorer

8

Rizky Fauziah,
SE

Strata |
Ekonomi

Operator

Honorer

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa

Sumber daya finansial yang memadai dapat dilihat pula dengan tidak

adanya proses pemungutan biaya dalam hal proses pembuatan dokumen di Kantor
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tak terkecuali Kartu
Identitas Anak itu sendiri dengan dana kurang lebih 50juta/Tahun yang disediakan
(Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa).

Serta sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki dalam

melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak juga memadai, yang dapat

seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik te;kaitdeng_an
kebijakan tersebut (Winarno, 2012, p. 174),

Disposisi dalam penelitian ini meliputi sikap atasan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA), seperti
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pengaturan birokrasi serta insentif sebagai upaya percepatan capaian program
kartu identitas anak, dan efek dari disposisi (komitmen). Komitmen dibuktikan
dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi,

tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para

implementor untuk implementasi kebijakan program Kartu Identitas anak (KIA)

terkhusus di Kabupaten Gowa dapat memilikinya. Kartu Identitas Anak ini adalah
program nasional sehingga ada usaha maksimal yang dilakukan agar dapat
menjadi percontohan pengadaan Kartu ldentitas Anak. Adapun disposisi lain
adalah mengarahkan pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing
untuk melayani masyarakat Terkhusus Kartu Identitas Anak, pegawai diarahkan



untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus
melakukan pemotretan dan pembuatan Kartu Identitas anak di sekolah.
Lanjut hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa
“Sikap pimpinan sangat merespon apalagi dalam hal pencapaian hasil dan
terus menigkatkan semangat dan komitmen schingga kami kadang melakukan

perekaman pada hari hari libur, nafur sejauh ini hasil capaian yang kami
laisanakm'l memang belum mengan: i lag

’

i\\\\\\“ih///

komit

--------

aan Informasi
atatan  Sipil
Kabupaten Gowa, Mengatakan bahwa
“Inikan program pemerintah, jadi kita sebagai turunan dari pemerintahan
pusat dan sebagai pelaksana jadi kami menjalankan kebijakan itu dan
otomatis Kepala Dinas menjalankan tugas ini. Sepanjang blangko ada dan

masyarakat ingin melakukan mencetakan KIA kami cetakkan” (Hasil
Wawancara Dengan AA, 03 Desember 2020).
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Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai disposisi, menuturkan bahwasanya
program Kartu Identitas Anak yang merupakan program pemeritah pusat, sebagai
turunan dari pemerintah pusat dan sebagai pelaksana, semua pegawai

menjalankan kebijakan tanpa terkecuali a Dinas sebagai pucuk pimpinan,

selama ada ketersediaan h /\ \

B g

/// waa
//I'Iu u\\\
/) (i

dalam kondisi sekarang dimasa pandemik yang mengharuskan pembelajaran lewat
daring sehingga target pembuatan Kartu ldentitas Anak belum tercapai secara
maksimal.
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Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal
disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Terlihat
komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dalam
menjalankan program Kartu Identitas Anak tersebut. Ada keselaran intruksi yang

dilakukan oleh pimpinan ke bawahan yang kemudian bawahan langsung

1K f
Y.,

A
e
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Tabel 8 Perbandingan Jumlah Anak Usia 5-17 Tahun yang Telah Memiliki Kartu
Identitas Anak di Kabupaten Gowa

Jumlah Anak Di |  Jumlah Anak Persentase
No Nama Kecamatan Kabupaten gowa yang Telah
2020 Memiliki KIA
1 | Somba Opu 16186 13395 82,75%
2 | Pallangga 12620 11474 90,91%
3 | Bontomarannu 4604 498 10,81%
4 | Pattallassang 3203 441 13,39%
6 | Bajeng 7053 108,49%
7 | Bajeng Barat 251 11,86%
8 | Bonto N / 3847 94,45%
9 | Bonton 247 9,27%
10 i \ . v 48 7.90%
1 6,76%
8.27%
1 9.96%
14 : ; 10,44%
15 n ' : { 5,61%
16 Ve ' 5,78%
17 ‘ 2 - 8,05%
18 P ' 9 5.26%
G 322 55,18%
Sumber :
.
4. Stru
\J
Struktur Bl S Uk . . ting dalam
implementasi k car ' tasi kebijakan

yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama antar semua pihak Karena
ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadapimplementasi kebijakan
akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, akan ada ketidakefektifan
dan keterhambatan dalam pelaksaannya.



Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur — prosedur kerja
ukuran - ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating
Procedures (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme
dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap
bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretanis Dinas Kependudukan dan

.,A\_

| \», ////
\l"ﬁo ‘\\

Lanjut wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa -
“Jadi struktur birokrasi itu yang mulanya dari pimpinan / Kepala Dinas

kemudian secara garis komando pembuatan kartu identitas anak itu dibawah
komado bidang pendaftaran penduduk, dan bidang penfiaran penduduk ini
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malakukan persiapan baik itu dari segi sumber daya manusianya, sarana dan
prasarana serta lain sebagainya, setelah itu semua siap kami lakukan
sosialisasi ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian
kami turun melakukan pemotretan untuk anak di bawah usia 17 tahun kurang
dari | hari untuk pembuatan kartu identitas anak™ (Hasil Wawancara Dengan
Ja, 03 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan
Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa mengenai
struktur birokrasi mulai dari KepalaDiftas s

/ 4 s komando pembuatan Kartu

sesuai dengan SOP yaitu Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok
dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gowa sehingga dalam menjalankan tugas ada acuannya.




Hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa pembuat Kartu Identitas
Anak, mengatakan bahwa :

“Yah bagus kama dimudahkan karna dilakukan di sekolah, orang tua cuma

menunggu dirumah saja, cuma di bawakan KK. Jadi terima beres mi kita

orang tua siswa” (Hasil Wawancara Dengan Ar, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa

wa yang pembuatan Kartu

va kartu keluarga (KK)

|||||||||
rogwe -
wwwww

apalagi kita yvang memiliki pekeqaan selamn ihu rumah tanma, Jjadi tidak
mengganggu pekerjaan dan tidak harus izin ke kantor hanya untuk mengurus
kartu identitas anak ini.” (Hasil Wawancara Dengan Nu, 26 Desember 2020),

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa orang tua siswa

menilai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa ini

melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditentukan sehingga
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merasa puas dengan kinerja dari pegawai yang melaksanakan pembuatan KIA
tersebut.

Lanjut hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa vang lain,
mengatakan bahwa :

“sejauh ini pemerintah, Kkhususnya dinas capil sangat bangus karena
mempermudah karna tidak harus lagi ke kantor capil dan mengantri lama-

'’ N

\
i .
""""""""

jalur komando
dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya
yang melakukan pelayanan. Dari masyarakat juga dapat dilihat rasa kepuasannya
dengan struktur biorkrasi yang jelas menjadikan proses pelayanan lebih mudah

dan tanpa harus ke kantor untuk melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak.
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Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal
struktur birokrasi sudah sangat baik, selain dengan adanya peraturan yang
mengatur tugas pokok masing-masing pegawai juga adanya terpajang di papan
informasi mengenai hal itu semua. Selain itu juga media sosial digunakan juga
sebagai salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Adapun

#uh l
Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Gowa
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2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Impelementasi Kebijakan
Program Kartu Indentitas Anak (KIA) Kabupaten Gowa
Ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Kartu
Identitas Anak (KIA) kabupaten Gowa, yaitu faktor pendukung dan faktor

penghambat.
1. Faktor Pendukung

Kabupaten Gowa menilai faktor yang

mendukung pembuatan Kartu Identitas Anak adalah sumber daya manusia vang
kompeten, sumber dana yang cukup dan sarana dan prasanana yang mendukung
schingga proses pembuatan Kartu Identitas Anak berjalan dengan baik. Sosialisasi
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Juga menjadi faktor pendukung yang sebelumnya dilakukan di sekolah-sekolah
sehingga mempermudah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak,

Senada dengan hasil wawancara dengan Seksi Pendataan Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa

“*Faktor pendukung yang pertama itu dari segi sumber daya manusia, yang
kedua yaitu sarana dan prasarana yang kita miliki” (Hasil Wawancara Dengan
Ja, 03 Desember 2020),

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa adalah sumber daya yang

kompeten, sumber dana yang yang cukup serta sarana dan prasarana yang
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memadai. Selain itu, sosialisasi vang dilakukan sebelum pembuatan Kartu
Identitas Anak di sekolah-sekolah juga menjadi pendukung dalam mempermudah
dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak tersebut.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal

faktor pendukung dalam program Kartu Identitas Anak ini adalah komunikasi

implementasi  kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di Dinas

Keprndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :
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“Selama ini kita belum mendapatkan kendala yang begitu serius, karena
secara disposisi kita telah berkomitmen dari awal untuk menjalankan program
ini agar capaian target dapat terpenuhi, serta dari segi struktur organisasi dan
SOP juga kita sudah di atur secara jelas sehingga untuk menjalankan tugas
masmg—n::asmg sudah terarah semuanya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa
i juga bisa menjadi penghambat dalam menjalankan program Kartu
Identitas Anak ini ditambah lagi dalam kondisi pandemik sekarang
menjadikan sedikit terhambat dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak
di sekolah-sekolah” (Hasil Wawancara Dengan ES, 02 Desember 2020)

karena ada k
. Q,,

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa Seksi Pendataan

Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak
mendapatkan kendala serius, Karena meskipun pandemic covid 19 dilakukan
pembatasan, tetapi tetap melayani masyarakat vang ingin melakukan pembuatan
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Kartu Identitas Anak. Namun untuk capaian target juga belum maksimal
dikarenakan pembatasan oleh pemerintah serta sekolah-sekolah yang melakukan
pembelajaran daring,

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi  Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa :

\;\Pv“ D b 21
/. \\\\‘\lhh/////

//I!”n ‘\
I’ l'

faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tidak didapatkan secara signifikan. Namun
vang bisa menjadi faktor penghambat adalah disposisi dan strukur organisasi serta

sarana dan prasarana yang di miliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang
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belum maksimal di Kabupaten Gowa. dimana capaiannya baru sekitar 20%
dikarenakan pandemik yang mengaruskan pemerintah melakukan pembatasan dan
meliburkan sekolah-sekolah sehingga proses perekaman menjadi tertunda dari
Jadwal yang ditentukan. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masvarakat

yang ingin membuat,

‘hc» MUH 4 m\;

o My \
“\@KASU‘W ,/{ ;
~ 5\\\\\“?':////




BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan dari  hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai
implementasi  kebijakan program kartu identitas anmak (KIA) di Dinas

W k\\ ‘z’

\ \“ h
!

Sumber daya manusia vang kompeten dengan pelatihan dan pendidikan untuk
peningkatan kapasitasnya, sumber daya dana yang sudah dialokasikan cukup

untuk kebutuhan pembuatan KIA, serta sumber daya fasiltitas berupa alat
pemotretan, alat cetak dan blangko yang tersedia cukup memadai,

73
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3. Disposisi, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan disposisi vang

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa

sudah sesuai prosedur, namun belum optimal. Adapun disposisi yang

dimaksud adalah Kkomitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam melakukan pembuatan dan pencapaian target kartu

\i\?‘*“”’l cmel
\\\\\\“'hl/’

" X \\\
V lqpil\\\\\\

manusianya yang melakukan pelayanan.

. Faktor pendukung, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam
implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Gowa vaitu

komunikasi dan sumber daya. Faktor pendukung dalam program Kartu
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Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gowa adalah sumber daya yang kompeten, sumber dana yang
yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu. sosialisasi
vang dilakukan sebelum pembuatan Kartu [dentitas Anak di sekolah-sekolah
Juga menjadi pendukung dalam mempermudah dalam proses pembuatan
Kartu Identitas Anak tersebut,
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Upaya agar impelementasi kebijakan program kartu identitas anak (KIA) di
Kabupaten Gowa dapat terealisasi dengan baik, maka peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut :




1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten gowa agar lebih giat melakukan sosialisasi agar target yang telah
ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal dengan melakukan
koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas pendidikan untuk membantu proses
sosialisasi, agar tidak hanya berpatok pada struktur yang ada saja untuk
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LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu
Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam
memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara
Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan
pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak diperuntukan
bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki
identitas penduduk yang berlaku secara masional dan terintegrasi dengan Sistem

Definisi Kartu Identi ; mendagri 2 tahun 2016 fentang
Kartu Identitas Anak 3 as Anak yang selanjutnya
disingkat menjadi K12 ti diri anak yang
berusia kurang /' -

sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga
berlaku untuk proses mendaftar BPIS dan lainnya.

Jenis Kartu Identitas Anak

KIA beda dengan KTP Eletktronik, karena Kartu Identitas Anak tidak dilengkapi
dengan chip. Ada dua jenis KIA, yaitu




* KIA untuk usia anak 0 sampai 5 tahun, tanpa foto.
» KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun, dengan foto.

Fungsi KIA sama, hanya berbeda dari isinya. Beberapa informasi yang tertera
dalam Kartu Identitas Anak di antaranya adalah nomor induk kependudukan,
nama orang tua, alamat, dan foto.

Apa yang harus dibawa untuk mengurus Kartu Identitas Anak (KIA)?

Syarat-syarat untuk mengurus KIA bagi anak usia 0 - 5 tahun adalah ;

N eoq 3 Asing:
)

arga a.
Wi
& ‘!"

Sipil (Dukcapil).

* Kepala Dinas menandatangami dan menerbitkan KIA.

* KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas
atau kecamatan atau desa/kelurahan.

* Dinas bisa menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling di sekolah-sekolah,
rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan
lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal,




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu
Identitas Anak

Latar Belakang
Pertimbangan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah:

bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak
memiliki identitas penduduk vang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan
Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;

bahwa Pemerintah berkewajiban unfuks the 1 identitas kependudukan
kepada seluruh penduduk argahess Inesia. ye

23 Tahun 2002 N _

Tahun 2014 Nomc ambahn are idonesia Nomor
5606);

Undang-Undang ‘N ' 106 Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);




Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

Peraturan Menteri Dalam Negen Ng
Tata Kerja Kementerian Dala
2015 'Numnr 564) sebagai

\ ahun 2015 tentang Organisasi dan
sara Repuhhk Indonesia Tahun

orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang baugsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia,

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Anak adalah seseorang vang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.




Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang

memiliki lzin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin secara sah.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas
resmi anak sebagai bukti diri anak ya iakumngdari 17 tahun dan belum
menikah vang diterbitkan oleh Di wepéndudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota. /
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dan pemenuhan hak koﬁsrt_itusioml warga negara.




BAB I

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 3

Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan
penerbitan kutipan akta kelahiran.

Dalam hal Anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akia kelahiran tetapi belum
memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukamsetelah memenuhi persyaratan:

ia 17 tahun

Dinas menerbitkan ohon mengajukan
permohonan Penerbitan . keterangan kehilangan
dari kepolisian.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan
permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.




Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat
keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 7

Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 tahun adalah sampai Anak
berusia 5 tahun.
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Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan
permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan
dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan
permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.




Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 13

Pemohon atau orang tua Anak me

Kepala Dinas menandatangg

hkan persyaratan Penerbitan KIA dengan
sud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
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BAB 1V
'SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN
PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pasal 16
Spesifikasi blangko KIA sebagaima N dalam Pasal 15, meliputi:

material terbuat dari bahan ¥ "/ \-,l
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pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan
Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.

terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
terdapat gambar Bendera Merah Putih.

latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.




area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan
blangko KI1A.

secutity feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang
hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang
(background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah

dengan kode Pantone 1797C.
PETG (0,095 mm)

Core (0,330 mm)

PETG (0,095 mm)
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Ep]ﬂﬂgan darah:
nomor kartu keluarga;

nomor akta ke . 1

agama,

ke warganegaraan;
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Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.




BABYV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka
kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga
sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan,
taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

Dinas dapat melakukan kemitraan deébganbmitra bisnis sebagaimana dimaksud
pada avat (1) yang lokasinya k / \ :ah administrasi maupun yang
lokasinya berada di luar wilaya

pada tanggal 19 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHIANA




RIWAYAT HIDUP

Kasriati, lahir pada tanggal 21 Juni 1999 tepatnya di
Sungguminasa, dan sekarang sudah menetap di Kelurahan

Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi

Sulawesi Selatan. Anak keempat dari 4 bersaudara dari buah kasih

pasangan bapak Muh. Akib dansyah. Penulis mulai menempuh

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa” dan mendapatkan gelar S.Sos




